KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul
Tanggal
Surat Kabar
Halaman

: NasDem tolak Perppu percepatan Pilkada
: Selasa, 21 November 2023

: Media Indonesia
14

NasDem Tolak Perppu Percepatan Pilkada

PEMERINTAH herencana
menerbitkan Peraturan Pe-
merintah Pengzanti Undang-
[ndlang (Perppuunntkmen-
percepat pelaksanaan Pemi-
lihan Kepala Daerah (Pilkada)
2124, Pelaksanaan pilkada
seharisnya Kavember 2024,
tetapi akan dipercepat men
jadi Seplember 2024,

Frakst Partai NasDem me
nolak Keras wacana mem-
percepat jadwal dan tahapan
Pilkada 2024 dengan melaku-
kan revisi Undang-Undang
Pilkadda ataupun Perppu Pilks-
ilin. “Frakst Kashem menalak
perppn perceparan Pilkada
3024," tegas angpota Traksi
Kasllem Mubammid Farhan
dlalam keterangan terrulisny,

kemarin,

Menurut Farhan, hingzasaat
ini tidak ada {aktor penting
dan alasan yang mendesak
unfuk mempercepat pelaksa
naan Pilkada 2024, Yang ada,
beingnan pesmerintah unik
memyercepat Jadwal Pilkada
2024 terlihatterburu-buru dan
lidak ada ransparansi,

"Pergrseran darf Navember
menjadi September menim-
bulkan tanda tanya. Kenapa
mest September? Jangan-
jangan ada sgenda tertentu
yang diincar pihak-pihak
yang g mengamankan
hasil pilkada sehelum rakyat
memilin,” unghap Tarhan.

Tak hanya i, pereepatan
jadwal pilkada akan menin

hulkan adanya pergeseran
penzambilan sumpah angzota
DPRD terpilih di Februari
yang seharosnya Agnsms,
digeser ke November sehingga
akan terjadi kekosongan fung-
1 DPRD kota, kabupaten, dan
previnst selurh Indonesta
selama empat bulan,

Selama empat bulan ini,
kata Farkan, menurut revisi
Undang-Undang Pilkada ter-
sebul, untuk tingkat provinsi,
fiangsi DFRD akan diambil alih
menteri dan fungsi DPRD kota
dan kabupaten akan diambil
alth ) gubermr.

Akihamya, prakrik fata ne
aara dalam kerangha otonomi
daerah it dedak ada lagl yang
namanya s ol kiren

(ungsi egislatf diambil alik
ehaekuf, “Tni masalah besar
sebetulnya, maka,harus dibi-
carakan antara pemerintah,
penvelengzara pemili, dan
RomisiI1.*

Seperti dikerahud, Presiden
[kt Welndo {]kowet] seruju
untuk mempercepal pelaksa
nain Pilkada 2024, Pemerin
tah fengah menyusun payung
hukum dalam percepatan
pilkada,

Menteri [talam Negeri
{Mendagri] Tito Karnavian d-
lam rapat herja Komisi [TDPR
KT, Rahur (20/9], mengarakan
rencana percepatan Pilkada
2024 ini akan diwujdkan
pemerintah dengan mene it
Kan Perpyn Mlkada, (FabP-2)
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